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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017, 63/PUU-XV/2017,
88/PUU-XV/2017, 99/PUU-XV/2017 dan Nomor 20/PUU-XVI/2018.
Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUKPALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon
Nomor 10/PUU-XV/2017, dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang
hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017:
AILATIFAHFARDIYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir hari ini saya Kuasa Pemohon Ai
Latifah dan peserta hadir juga Prinsipal yaitu D. Judil, silakan berdiri,
Pak. Dr. Kunto, di belakang saya Dr. Yono, Dr. Bondan, Prof. Pradana,
Dr. Arman, Dr. Setiawati, Dr. Wahyu, dengan Dr. Erfen, terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN
Baik. Pemohon Nomor 63/PUU-XV/2017, persilakan.

PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XV/2017: PETRUS BALA
PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Pemohon sendiri, Petrus
Bala Pattyona, didampingi oleh Kuasa Denny Zul Syafardan, Nurfidiyanti
Maito, Wiwin W. Windiantina, Mathias Manage, Desy wiyawati, Fransiska
Xaveria Wahon, dan Harapan Doloksaribu.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 88/PUU-XV/2017, ya vicon melalui UNAIR.
Ya, silakan Pemohon.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017:
MUHAMMAD NOVAL

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Saya sendiri selaku Kuasa Pemohon yang hadir



10.

11.

12,

13.

melalui vicon dari Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, Muhammad Noval
Ibrohim Salim, terus ada Muhammad Soleh, S.H., dan Agus
Setiawahyudi, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Nomor 99/PUU-XV/2017, sudah hadir? Ya,
belum hadir. Pemohon Nomor 20/PUU-XVI/2018?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XV1/2018:
AGUS PRIYONO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Maulana Bungaran
dan Agus Priyono, S.H. selaku Kuasa Hukum Pemohon Nomor 20/PUU-
XVI/2018.

Terima kasih,Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR?
DPR: YUDA SUKARNO

Terima kasih, Yang Mulia. DPR diwakili oleh Yuda Sukarno dan Bu
Dahlia dari Badan KeahlianDPR RI.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?
PEMERINTAH: NINIK HERAWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, perwakilan dari
Kementerian Perhubungan, Bapak Dr. Umar Aris (Staf Ahli), perwakilan
dari Kementerian Hukum dan ham kami sendiri dan Pak Mulyanto, Pak
Erwin, dan Pak Purwoko perwakilan dari Kementerian Kesehatan.
Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Nomor Perkara 10/PUU-XVI/2018, IDI
(Ikatan Dokter Indonesia)?



14.

15.

16.

17.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10/PUU-
XVI1/2018: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Atas pekenaan, Yang Mulia, kami hadir
hari ini Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dalam hal ini diwakili
oleh Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG, selaku Ketua Umum, hadir.
Kemudian hadir juga Sekretaris Jenderal Dr. Mohammad Adib Khumaidi
(Sekretaris Jenderal PB IDI), kemudian hadir Prof. Razak Taha (Ketua
Dewan pakar), hadir juga dari PB PDGI, drg. Rianto Sastro Wijoyo, dan
kami sendiri selaku Kuasa Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia Muhammad Joni, S.H., M.H., dan Zulhaina Tanamas, S.H.,
M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 PT Jasa
Raharja?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT JASA RAHARJA: BUDI RAHARIO

Selamat siang, Yang Mulia. Kami dari Jasa Raharja pada saat ini
Bapak Wahyu Wibowo, kemudian Bapak Myland, dan kami sendiri Budi
Raharjo.

Terima kasih,Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kita mudai dengan pembacaan putusan Perkara Nomor
10/PUU-XV/2017.

PUTUSAN
NOMOR 10/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013
tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan
oleh satu, Dr. dr. Judilherry Justam, M.M., M.E., PKK dan
kawan-kawan. Selanjutnya disebut Para Pemohon, ya.



18.

[1.2]

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Januari 2017 dan 4
Januari 2017, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad
Asrun, S.H., M.H, dan kawan-kawan, beralamat di Menteng
Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kav 30E,
Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai --------------------—- Para Pemohon.

Membaca permohonan para Pemohon.

Mendengar keterangan para Pemohon.

Mendengar dan membaca keterangan Presiden.

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan
Rakyat.

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ikatan
Dokter Indonesia.

Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para
Pemohon.

Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pihak
Terkait Ikatan Dokter Indonesia.

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Membaca Kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak
Terkait Ikatan Dokter Indonesia.

Tentang Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacan

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dianggap

dibacakan

[3.7]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8]

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 4,Pasal 1 angka 12,
Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3)
huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf ¢ UU Praktik Kedokteran. dan
Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8



ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran, oleh
para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon mendalilkkan bahwa frasa “sertifikat
kompetensi” dan “uji kompetensi” sebagaimana termaktub
dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Praktik Kedokteran
yang berbunyi, selanjutnya dianggap dibacakan, dan Pasal
29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran yang menyatakan,
selanjutnya dianggap dibacakan, dianggap bertentangan ...
,maaf diulangi. Praktik kedokteran yang menyatakan untuk
memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda
registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan memiliki
sertifikat kompetensi, seharusnya dimaknai sebagai “bukan
untuk lulusan baru Fakultas Kedokteran”. dan, dan harus
pula dimaknai sebagai “diselenggarakan oleh satuan
pendidikan yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum
pendidikan” dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa setiap lulusan Fakultas Kedokteran telah melalui
uji kompetensi sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) UU
Pendidikan Kedokteran dan mendapatkan sertifikat
profesi sehingga tidak perlu lagi mendapat sertifikat
kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KDI) yang
dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

b. bahwa frasa “sertifikat kompetensi” dalam ketentuan a
quo telah digeneralisir antara Sertifikat Kompetensi yang
pertama kali diberikan kepada dokter baru atau
mahasiswa program profesi dokter yang telah lulus Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
(UKMPPD) dengan Sertifikat Kompetensi yang diberikan
pada saat resertifikasi, yaitu setelah 5 (lima) tahun
praktik mandiri dan menjalani program Pengembangan
dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan dengan
perolehan satuan kredit khusus.

c. bahwa Sertifikat Kompetensi yang pertama kali tersebut
seharusnya menyatu atau merupakan bagian tak
terpisahkan dari Sertifikat Profesi yang diberikan kepada
mahasiswa kedokteran yang lulus UKMPPD, atau dengan
kata lain Sertifikat Profesi tersebut seharusnya dimaknai
pula sebagai Sertifikat Kompetensi.



d. bahwa berlakunya ketentuan a quo mengakibatkan
Sertifikat Kompetensi tersebut tetap harus dimiliki secara
terpisah oleh mereka yang telah lulus UKMPPD untuk
dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi Dokter dari
KKI sebagai syarat mutlak guna memperoleh izin praktik.

e. bahwa uji kompetensi sebagai syarat untuk memperoleh
Sertifikat Kompetensi seharusnya diselenggarakan oleh
satuan pendidikan terakreditasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU
Sisdiknas) dan bukan oleh Kolegium Dokter Indonesia
(KDI) yang dibentuk oleh IDI.

f.para Pemohon juga merujuk pada putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014 bertanggal 7
Desember 2015 yang menurut para Pemohon dalam
putusan ini Mahkamah telah menolak permohonan
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) terkait
dengan Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran
sehingga menurut Pemohon demi hukum tidak
dibenarkan bagi kolegium yang dibentuk IDI untuk
menyelenggarakan uji kompetensi terhadap lulusan
Fakultas Kedokteran.

Berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon
meminta agar ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 29
ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran dinyatakan
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.

2. Para Pemohon menghendaki agar frasa “organisasi profesi”
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12
UU Praktik Kedokteran yang menyatakan, “Organisasi Profesi
adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan
Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi” tidak hanya
dimaknai sebagai IDI tetapi juga dimaknai “Perhimpunan
Dokter Spesialis” yang berada dalam lingkungan IDI
dan/atau Kolegium Kedokteran dan frasa ‘organisasi profesi’
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf ¢ UU Praktik Kedokteran yang
menyatakan, “Untuk mendapatkan surat izin praktik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter dan dokter
gigi harus: c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi,”
juga ditafsirkan meliputi “Perhimpunan Dokter Spesialis”
yang berada dalam lingkungan IDI. Para Pemohon
berpandangan bahwa pengakuan terhadap Perhimpunan
Dokter Spesialis atau Kolegium Kedokteran Indonesia



sebagai organisasi profesi diperlukan agar memiliki otonomi
dan dapat memberikan rekomendasi praktik dokter spesialis.
Menurut para Pemohon ternyata dari pengertian atau frasa
... organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin
ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut”
tersirat pengertian bahwa organisasi profesi itu juga terdiri
dari berbagai organisasi profesi dari masing-masing cabang
disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu
masing-masing yaitu perhimpunan-perhimpunan dokter
spesialis beserta Kolegium masing-masing yang terkait.

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut yang
telah memberikan penafsiran bahwa IDI merupakan satu-
satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1)
AD/ART IDI menyalahi hak setiap orang atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan
hak setiap orang untuk memajukan dirinya dan
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur
dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon meminta
agar ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf
¢ UU Praktik Kedokteran dinyatakan bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3)
UUD 1945.

. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka
13 UU Praktik Kedokteran yang menyatakan, “Kolegium
Kedokteran Indonesia dan Kolegium kedokteran Gigi
Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi
profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang
bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut”, telah
menjadikan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
sebagai subordinat dari IDI. Ketentuan a quo mengerdilkan
atau mereduksi kewenangan MKKI dalam menetapkan
Program Studi Dokter Spesialis baru yang merupakan tugas
pokok MKKI. Dalam sejumlah kasus, suatu keahlian yang
sudah diakui oleh MKKI sebagai spesialisasi dihambat, ditolak
atau tidak kunjung disahkan oleh PB IDI. Untuk menjamin
independensinya kolegium seyogianya dibentuk oleh Fakultas
Kedokteran/ Program Studi bersama dengan Asosiasi
Institusi Pendidikan Kedokteran dengan atau tanpa medical
council, dalam hal ini Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan
terlepas dari IDI. Dengan demikian, menurut para Pemohon,
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Kolegium Kedokteran maupun Majelis Kolegium Kedokteran
Indonesia dengan statusnya yang otonom dan independen
tidak perlu lagi harus disahkan dan dikukuhkan dalam
Muktamar Ikatan Dokter Indonesia.

Para Pemohon meminta agar frasa “oleh organisasi profesi”
dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan
dihapuskan sehingga ketentuan a quo menjadi berbunyi,
“Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran
Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi
untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas
mengampu cabang disiplin ilmu tersebut”.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran, menurut
para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
28 ayat (1), Pasal 31 ... Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat
(1) UUD 1945.

. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat
(1) huruf a UU Praktik Kedokteran yang menyatakan,
“Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh
belas) orang yang terdiri dari ... terdiri atas unsur-unsur
yang berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua)
orang”, menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict
of interest) sebab terdapat komisioner KKI yang berasal dari
unsur organisasi profesi kedokteran. Bahkan salah satu
komisioner KKI adalah Ketua Umum Organisasi Profesi
Kedokteran yang dalam hal ini adalah Ikatan Dokter
Indonesia.  Komposisi  keanggotaan yang demikian
menempatkan organisasi profesi kedokteran sebagai
regulator  sekaligus sebagai objek regulasi yang
mengakibatkan keputusan-keputusan KKI menjadi “bias”.
Sebab, menurut Pemohon, organisasi profesi akan
mengedepankan kepentingan organisasinya yang dapat saja
berbeda atau bertentangan dengan kepentingan KKI sebagai
regulator dalam menjamin terciptanya pelayanan kesehatan
yang bermutu.

Atas dasar pertimbangan tersebut para Pemohon meminta
agar frasa “unsur-unsur yang berasal dari organisasi profesi
kedokteran” dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik
Kedokteran dimaknai sebagai “yang tidak menjadi pengurus
organisasi profesi kedokteran”.

. Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa “organisasi profesi”
dalam ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7
ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat



(1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan
Kedokteran seharusnya dimaknai sebagai “Kolegium
Kedokteran  dan/atau  Majelis Kolegium  Kedokteran
Indonesia” sebagai organisasi yang memiliki kompetensi di
bidang pendidikan kedokteran. Para Pemohon mendasarkan
dalil tersebut pada argumentasi bahwa bidang pendidikan
kedokteran merupakan ranah akademis yang menjadi
tanggung jawab Kolegium Kedokteran sebagai academic
body dokter Indonesia. Menurut para Pemohon, karena
undang-undang ini mengatur tentang pendidikan kedokteran
maka tentunya pengertian kompetensi dalam hal ini adalah
kompetensi dalam bidang pendidikan kedokteran. Dalam
organisasi profesi kedokteran, badan atau organisasi yang
memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan kedokteran
adalah Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium
Kedokteran Indonesia (MKKI) dan bukanlah medical
association dalam hal ini IDI yang merupakan political body
atau Serikat Pekerja bagi dokter Indonesia serta bukan
merupakan badan atau organisasi pendidikan.

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bersifat multi
tafsir dan mengakibatkan ketidakpastian hukum sebab
mencampuradukkan lembaga yang berkedudukan sebagai
political body dengan academic body di mana keduanya
mempunyai fungsi yang berbeda, terlebih yang berkaitan
dengan pendidikan kedokteran. Tidak diakuinya Kolegium
Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
sebagai badan yang berwenang terkait dengan pendidikan
kedokteran mengakibatkan ketidakpastian  terhadap
penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Berdasarkan
alasan-alasan tersebut para Pemohon menyatakan ketentuan
pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

. Para Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 36
ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran yang menyatakan,
“"Mahasiswa vyang lulus uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang
dikeluarkan oleh perguruan tinggi”. Dalam ketentuan Pasal
36 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Untuk menyelesaikan
program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus
lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum
mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi”.
Sementara itu, seorang dokter, untuk memperoleh surat
tanda registrasi dokter harus memiliki sertifikat kompetensi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Konsil



[3.9]

[3.10]

[3.11]

Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, sertifikat kompetensi
adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan
seorang Dokter/Dokter Gigi untuk menjalankan praktik
kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh
kolegium terkait setelah lulus uji kompetensi. Menurut para
Pemohon, terdapat kerancuan dalam kedua ketentuan-
ketentuan tersebut. Di satu sisi, setelah lulus uji kompetensi
seorang mahasiswa program profesi dokter akan
mendapatkan Sertifikat Profesi tetapi Sertifikat
Kompetensinya diberikan oleh Kolegium, dalam hal ini
Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI)/Kolegium Dokter
Indonesia (KDI).

Para Pemohon mendalilkan bahwa seyogianya begitu
seorang mahasiswa program profesi kedokteran memperoleh
Sertifikat Profesi dari Perguruan Tinggi seharusnya sudah
dianggap kompeten sehingga tidak perlu lagi untuk memiliki
Sertifikat Kompetensi secara terpisah dari KDI/IDI. Kolegium
seharusnya hanya menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi
dokter yang sudah lama lulus dan berpraktik mandiri sebagai
dokter yang disebut sebagai resertifikasi.

Para Pemohon meminta agar frasa “sertifikat profesi”
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU
Pendidikan Kedokteran harus juga dimaknai sebagai
“sertifikat kompetensi”. Ketentuan tersebut, menurut para
Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti
tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, lampiran yang diajukan
pihak terkait IDI yang diberi tanda Lampiran 1 sampai dengan
Lampiran 5 sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian
Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca
keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Pihak Terkait
IDI, ahli dan saksi dari Pemohon, ahli dan saksi dari Presiden,
ahli dan saksi dari Pihak Terkait IDI serta kesimpulan para
Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait IDI sebagaimana
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, maka

persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah
adalah apakah norma dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka

10



[3.12]

12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat
(3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf ¢ UU Praktik Kedokteran
dan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8
ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran, oleh
para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa terhadap enam persoalan konstitusionalitas
di atas yang dipermasalahkan oleh para Pemohon dalam
permohonana quo, menurut Mahkamah secara garis besar
meliputi tiga persoalan yaitu, (1) Sertifikat Kompetensi. (2)
kewenangan Organisasi Profesi. dan (3) rangkap jabatan
anggota KKI yang berasal dari IDI yang masing-masing diatur
dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Sertifikat Kompetensi
Pasal 1 angka 4 UU Praktik Kedokteran, dianggap dibacakan.
Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, dianggap
dibacakan.
Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran, dianggap
dibacakan.

2) Organisasi Profesi

Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran, dianggap
dibacakan.

Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran, dianggap
dibacakan.

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran, dianggap
dibacakan.

Pasal 38 ayat (1) huruf ¢ UU Praktik Kedokteran, dianggap
dibacakan.

Pasal 1 angka 20 UU Pendidikan Kedokteran, dianggap
dibacakan.

Pendidikan kedokteran ... maaf. Pasal 5 ayat (2) UU
Pendidikan Kedokteran, dianggap dibacakan.

Pasal 7 ayat (8) UU Pendidikan Kedokteran, dianggap
dibacakan.

Pasal 8 ayat (4) UU Pendidikan Kedokteran, dianggap
dibacakan.

Pasal 11 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran, dianggap
dibacakan.

Pasal 24 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran, dianggap
dibacakan.
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Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran, dianggap
dibacakan.
Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran, dianggap
dibacakan.

3) Rangkap Jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI

Pasal 1 ... maaf ... Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik
Kedokteran, dianggap dibacakan.

Menurut para Pemohon, pasal-pasal yang berkaitan dengan
persoalan sertifikat kompetensi, kewenangan organisasi, dan
rangkap jabatan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E
ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

19. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13]

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan
konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh
para Pemohon dalam permohonan a quo, terlebih dahulu
Mahkamah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 memuat cita-cita
bangsa Indonesia, merupakan tujuan nasional dan
sekaligus tujuan  bernegara Indonesia  vyaitu
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial”. Sebagai salah satu wujud memajukan
kesejahteraan umum di bidang pembangunan
manusia Indonesia adalah pelayanan kesehatan.
Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, dokter
merupakan salah satu garda terdepan dalam
mengawal pelayanan kesehatan segenap masyarakat
Indonesia. Dokter memiliki peran penting dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan, bukan hanya
berguna untuk menunjang peningkatan sumber daya
manusia yang produktif sosial ekonomi, namun juga
menyangkut hajat hidup orang banyak. Pelayanan
kedokteran merupakan bagian dari pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan
dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan
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kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Sebagaimana termaktub di dalam bagian “konsiderans
menimbang”, UU Praktik Kedokteran menyatakan
bahwa pembangunan kesehatan merupakan
pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajad
kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum  seperti termaktub dalam
Pembukaan UUD 1945. Begitu pula dengan UU
Pendidikan Kedokteran, “konsiderans menimbang” di
antaranya menyatakan bahwa pendidikan kedokteran
sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional
diselenggarakan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan
penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran
dan kedokteran gigi.

Dengan membaca dan memahami “konsiderans
menimbang” di atas, UU Praktik Kedokteran dan UU
Pendidikan Kedokteran merupakan peraturan yang
saling  berhubungan satu  dengan lainnya.
Pembentukan UU Praktik Kedokteran tahun 2004
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi
dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan
tindakan medik kepada masyarakat dan memberikan
perlindungan hukum secara menyeluruh kepada
masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Di
samping itu, urgensi pembentukan UU Praktik
Kedokteran adalah dalam rangka memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk
meningkatkan, mengarahkan, dan memberi landasan
hukum serta menata kembali berbagai perangkat
hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik
kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Adapun pembentukan UU Pendidikan Kedokteran
adalah untuk: Pertama, mengatasi berbagai masalah
yang terkait dengan akademis kedokteran. Kedua,
memberi kepastian hukum, di samping UU Sistem
Pendidikan Nasional, UU Praktik Kedokteran, UU
Kesehatan.  Ketiga, ¥ memberikan acuan yang
berkualitas dari sisi kurikulum dan tenaga pendidik.
Keempat, Untuk menegaskan posisi pendidikan
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kedokteran sebagai pendidikan yang memerlukan
penanganan secara komprehensif. dan Kelima, untuk
menjaga kualitas pendidikan kedokteran.

Kedokteran  merupakan  suatu  profesi  yang
dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan
kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan
akademik yang berjenjang. Sebagai bagian dari
tenaga medis, profesi Dokter mempunyai peran
sentral dalam pembangunan kesehatan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesehatan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial
dan ekonomis. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan
berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif,
perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting
artinya bagi pembentukan sumber daya manusia
Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing
bangsa, serta pembangunan nasional.

Penyelenggaraan praktik kedokteran dalam
implementasinya diwajibkan untuk berdasarkan pada
prinsip-prinsip: nilai ilmiah, asas manfaat, asas
keadilan, asas kemanusiaan, asas keseimbangan,
serta asas perlindungan dan keselamatan pasien. Oleh
karena itu dalam pelayanan medik yang diberikan oleh
para dokter sejatinya dilarang memberikan pelayanan
medis yang diskriminatif dan tidak dibenarkan praktik
kedokteran berorientasi pada profit atau semata-mata
mengutamakan keuntungan bisnis.

Penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia
wajib mendasarkan pada empat kaidah dasar moral
yakni, menghormati martabat manusia (respect for
person), berbuat baik (benefience), tidak berbuat
yang merugikan (non-maleficence), dan keadilan
(justice). Di samping itu pelaksanaan asas dan kaidah
dasar praktik kedokteran Indonesia bertujuan untuk:
memberikan perlindungan kepada pasien,
mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan
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medik kepada masyarakat. Dengan demikian, praktik
kedokteran memiliki unsur penting yang meliputi
kompetensi, hubungan baik antar dokter dan pasien,
dan antarsejawat, serta ketaatan pada etika profesi.
Kompetensi merupakan kemampuan minimal dalam
bidang pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan
perilaku profesional untuk dapat melakukan kegiatan
di masyarakat secara mandiri. Untuk itu, dalam
melaksanakan profesinya dokter dituntut untuk selalu
mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.

Bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai
organisasi profesi dalam pembentukannya mempunyai
sejarah yang panjang. Di landasi dengan tanggung
jawab sebagai warga negara Indonesia yang
mempunyai tanggungjawab tidak hanya terbatas pada
bidang kesehatan, tetapi lebih dari itu dokter
Indonesia sebagai warga negara yang sejak awal ikut
aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan
bertekad memberikan darma baktinya untuk
mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam
kehidupan keprofesian sebagai dokter. Dengan
landasan pemikiran tersebut para dokter Indonesia
menghimpun diri dalam suatu organisasi yang diberi
nama Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Salah satu cara
untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan
berhimpun dalam satu wadah organisasi yang setelah
kemerdekaan dikenal dengan Ikatan Dokter Indonesia
(IDI). Sesuai dengan tujuan umum terbentuknya
organisasi Profesi (IDI) yang mengedepankan
pentingnya independensi dan otonomi profesi, serta
mengutamakan kepentingan masyarakat, maka dalam
darma baktinya sebagai salah satu pilar pokok
pembangunan kesehatan, dokter Indonesia perlu
meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai
agen pembaharu ... saya ulangi ... peran sebagai
pembaharu dan agen pembangunan terutama dalam
advokasi kesehatan dengan berpegang teguh pada
sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia
menuju kehidupan masyarakat bangsa yang sehat dan
sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”.
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Peran dokter Indonesia tersebut di atas dapat
terlaksana dengan jiwa dan semangat gerakan Boedhi
Oetomo pada tahun 1908 serta jiwa dan semangat
persaudaraan dokter Indonesia (Vereniging van
Inlandsche Artsen) yang terwujud sejak tahun 1911,
dilanjutkan dengan menggalang seluruh potensi yang
dimiliki oleh organisasi. Jiwa dan semangat Boedhi
Oetomo dan persaudaraan dokter Indonesia ini telah
mengilhami lahirnya Ikatan Dokter Indonesia yang
tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang
memiliki nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan
moral, pengabdian, independensi serta kesejawatan
untuk melakukan upaya-upaya memajukan, menjaga
dan meningkatkan harkat martabat dokter Indonesia
serta menjadi bagian dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa Indonesia.

Perspektif historis ini memberikan gambaran tentang
semangat yang mendasari lahirnya IDI sebagai wadah
profesi  kedokteran  Indonesia  serta  tujuan
pembentukannya. Kiprah organisasi profesi
kedokteran dalam memperjuangkan kepentingan para
dokter telah jamak dimiliki organisasi profesi
kedokteran di negara-negara lain. Kiprah ini
berbanding lurus dengan upaya organisasi profesi
kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan
terbaik kepada pasien sebagai warga negara
pemegang hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak
asasi manusia yang dijamin konstitusi. Kiprah
organisasi profesi kedokteran berkait erat dengan
pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara
sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan
UUD 1945. Oleh karena itu pengaturan organisasi
profesi kedokteran harus berdasarkan pada kerangka
pemikiran untuk mengupayakan terwujudnya tujuan
tersebut khususnya dalam meningkatkan derajat
kesehatan warga negara. Pengaturan dimaksud
haruslah meliputi berbagai aspek pemajuan profesi
kedokteran baik dari segi organisasi, pendidikan,
kompetensi, etika dan pelayanan.

Atas dasar pemikiran inilah Mahkamah memandang
bagaimana seharusnya organisasi profesi kedokteran
diatur dan mengatur dirinya sebab organisasi profesi
kedokteran tidak bisa dibiarkan hanya menjadi self-
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[3.13.2]

[3.13.3]

regulating body namun aspek kontrol dari masyarakat
yang mengejawantah dalam sistem bernegara turut
andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi
profesi kedokteran yang lebih menjamin upaya
peningkatan derajat kesehatan warga negara.

Dari perspektif perbandingan, penyelenggaraan
organisasi profesi kedokteran di berbagai negara
bertujuan selain untuk memperjuangkan kepentingan
para dokter dan pendidikan kedokteran juga
merupakan wadah untuk mewujudkan tercapainya
pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.
Pendidikan para dokter penting untuk mendapatkan
perhatian secara sungguh-sungguh, selain karena di
dalamnya terdapat upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang kedokteran harus disamakan
dengan upaya sistematis di bidang pendidikan.
Kemajuan di bidang kedokteran akan mengejawantah
dalam sistem pelayanan kesehatan di mana profesi
kedokteran memainkan peran penting. Keseluruhan
upaya ini tidak dapat dilepaskan dari amanah
Konstitusi untuk memenuhi hak warga negara atas
kesehatan.

Bahwa IDI bertujuan antara lain memadukan segenap
profesi dokter ... saya ulangi ... segenap potensi
dokter Indonesia, meningkatkan harkat, martabat,
dan kehormatan diri dan profesi kedokteran di
Indonesia serta mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju
masyarakat sehat dan sejahtera.

Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi,
IDI membentuk struktur organisasi dan struktur
kepimpinan pada Organisasi IDI. Kekuasaan tertinggi
organisasi di tingkat nasional berada pada Muktamar,
di tingkat provinsi berada pada musyawarah wilayah
dan tingkat kabupaten/kota berada pada musyawarah
cabang. Struktur kepemimpinan pada tingkat pusat
terdiri dari: a) Pengurus Besar IDI. b) Majelis
Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). c¢) Majelis
Kehormatan Etik Kedoteran (MKEK). d) Majelis
Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), yang
masing-masing memiliki wewenang dan
tanggungjawab  sesuai tugasnya. Pengaturan
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mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan
dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi
tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran
Indonesia (MKKI).

Pendidikan kedokteran merupakan bagian dari sistem
pendidikan nasional sebagai salah satu bentuk upaya
pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara bukan
hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi
juga memajukan ... tetapi juga untuk memajukan
kesejahteraan umum. Untuk tujuan demikian, sudah
selayaknya pendidikan kedokteran dikelola dengan
sangat serius bukan hanya untuk kepentingan profesi
dokter sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas.
Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk
menyembuhkan penyakit tetapi juga bagaimana
memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Oleh karena itu pendidikan kedokteran dalam segala
tingkatannya baik basic medical education, post
graduate medical education maupun continuing
professional development harus dapat meneguhkan
profesi kedokteran sebagai profesi yang mulia
(officium nobile) yang diarahkan untuk
menyejahterahkan  bangsa. Di  dalam  profesi
kedokteran terkandung tanggung jawab sosial yang
mulia sehingga nilai dan kualitas yang terbangun
haruslah nilai dan kualitas yang sama-sama diinginkan
baik oleh profesi kedokteran maupun masyarakat luas.
Keseriusan dan profesionalisme dalam pengelolaan
segala hal vyang berkaitan dengan pendidikan
kedokteran, yang dalam kerangka organisasi IDI
merupakan tugas dari kolegium, mengharuskan setiap
pemangku kepentingan untuk mematangkan setiap
upaya pendidikan dokter guna tercapainya mutu
dokter yang tinggi berdasarkan Standar Pendidikan
Profesi Dokter (SPPD) yang telah menjadi patokan
secara nasional dalam penyelenggaraan pendidikan
kedokteran.  Pendidikan  kedokteran seyogianya
mempersiapkan para dokter agar mampu menerapkan
pengetahuan ilmiah termutakhir untuk memajukan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit
dan meneguhkan standar etik profesi kedokteran.
Selama seorang dokter masih menjalankan profesinya
dalam masing-masing bidang keahliannya, masyarakat
luas memiliki keyakinan dengan persiapan terbaik
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yang dilakukan melalui proses pendidikan dengan
standar dan mutu yang tinggi.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara singkat
ihwal profesi dokter dan pendidikan kedokteran yang dikaitkan
dengan wadah organisasi profesi dokter dalam hal ini IDI
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13] di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masalah
konstitusionalitas yang menjadi persoalan utama dalam
permohonan a quo sebagai berikut.

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
1) Sertifikat Kompetensi

Para Pemohon mendalilkan bahwa sertifikat kompetensi
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4
UU Praktik Kedokteran seharusnya tidak diberlakukan untuk
lulusan baru Fakultas Kedokteran dan uji kompetensi
dimaksud haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan
yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum pendidikan.
Para Pemohon berpandangan bahwa setiap lulusan Fakultas
kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai dengan Pasal
36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran dan karena itu
mendapatkan sertifikat profesi (ijazah dokter) sehingga tidak
perlu lagi mendapat sertifikat kompetensi dari Kolegium
Dokter Indonesia yang dibentuk IDI.

Terkait dengan dalil tersebut, mengingat pentingnya
sertifikat Kompetensi dilihat dari perspektif peruntukan dan
tujuannya, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan
keberadaan sertifikat dimaksud. Secara normatif, menurut
Pasal 36 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran, untuk
menyelesaikan Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi,
mahasiswa harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional
sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter
Gigi. ayat (2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat
profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. ayat (3) Uji
kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau
Fakultas Kedokteran Gigi bekerjasama dengan asosiasi
institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan
berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
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Sertifikat Kompetensi sebagai surat tanda pengakuan
seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik
kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi
dan untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter atau
surat tanda registrasi dokter gigi yang harus memenuhi
persyaratan:

a. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau
dokter gigi spesialis.

b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah/janji dokter atau dokter gigi.

c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental.

d. Memiliki sertifikat kompetensi. dan

e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi.

Dengan demikian dalil para Pemohon yang
menyamakan sertifikat profesi dengan ijazah [vide Pasal 36
ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran] sebagaimana diuraikan
dalam perbaikan permohonan (halaman 26) menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan antara sertifikat profesi (ijazah)
dengan sertifikat kompetensi, Sertifikat Profesi (ijazah)
dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, sebagai bukti bahwa
seorang dokter telah memenuhi semua persyaratan dan
telah teruji secara akademik. Sertifikat Kompentesi
dikeluarkan oleh organisasi profesi, sebagai bukti bahwa
seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik
tetapi juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang
diperoleh guna melakukan pelayanan kesehatan setelah
melalui  uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi yang
dilakukan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran
Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan
Organisasi Profesi [vide Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan
Kedokteran]. Dengan demikian, sertifikat profesi (ijazah)
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat
kompetensi, sedangkan sertifikat kompentensi merupakan
persyaratan untuk mendaftar ke KKI guna mendapatkan
Surat Tanda Registrasi dokter (STR). Seorang dokter yang
telah memperoleh STR, terlebih dahulu harus melakukan
Program Internsip. Selanjutnya, untuk dapat melakukan
praktik mandiri, seorang dokter harus memperoleh surat izin
praktik (SIP) dari instansi yang berwenang.

Sertifikat Kompetensi tersebut menunjukkan pengakuan
akan kemampuan dan kesiapan seorang dokter untuk
melakukan tindakan medis dalam praktik mandiri yang akan
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dijalaninya dan hanya diberikan kepada mereka yang telah
menjalani berbagai tahapan untuk menjadi seorang dokter
yang profesional. Dengan demikian, memberikan sertifikat
kompetensi kepada dokter yang tidak kompeten dapat
membahayakan  keselamatan pasien dan  sekaligus
mengancam kepercayaan masyarakat terhadap profesi
dokter, yang pada akhirnya dapat mengancam jaminan hak
konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga negara dapat
dianggap gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu telah terang bagi Mahkamah bahwa
sertifikat profesi (“ijazah dokter”) tidak dapat disamakan
dengan sertifikat kompetensi sebagaimana yang didalilkan
para Pemohon. Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi
adalah dua hal yang berbeda yang diperoleh pada tahap
yang berbeda sebagai syarat yang harus dipenuhi seorang
dokter yang akan melakukan praktik mandiri. Mahkamah
telah mencermati fakta persidangan yang ada dan menilai
bahwa baik sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi
merupakan upaya untuk menjaga dan mendorong
peningkatan kompetensi dan kualitas keilmuan dokter
sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan
kepada masyarakat. Proses uji tersebut akan memberikan
penajaman dan peningkatan kompetensi  sekaligus
pengakuan atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang menjadi landasan utama bagi dokter dalam melakukan
tindakan medis. Melalui proses tersebut lulusan baru fakultas
kedokteran akan teruji secara keilmuan sebelum melakukan
praktik mandiri sebagai seorang dokter yang profesional.
Kalaupun sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi
diberikan pada saat yang bersamaan dengan mekanisme
yang ditentukan institusi pendidikan dan organisasi profesi
kedokteran serta institusi terkait lainnya maka pengaturan
demikian tidak dapat dianggap sebagai pengurangan atau
pembatasan apalagi menghilangkan kesempatan atau pun
hak para dokter lulusan baru untuk menjadi dokter yang
akan melakukan praktik mandiri secara profesional sebab
ketentuan demikian merupakan tuntutan profesi yang tak
terhindarkan. Oleh karena itu tidak dapat dianggap
merugikan hak konstitusional warga negara untuk
mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijamin oleh UUD
1945. Pertimbangan Mahkamah ini berlaku mutatis mutandis
terhadap permohonan para Pemohon vyang menguji
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konstitusionalitas ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Praktik
Kedokteran dan Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran.

Demikian juga untuk menjamin kompetensi seorang dokter
agar tetap memenuhi standar dan perkembangan dunia
kedokteran dan ilmu kedokteran termutakhir, maka
resertifikasi secara periodik terhadap setiap dokter yang
telah mempunyai Sertifikat Kompetensi menjadi kebutuhan
yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Praktik Kedokteran yang
menyatakan, “Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda
registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan
diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ dan huruf d” juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 yang
menyatakan, “Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental
diterbitkan oleh Dokter yang memiliki SIP yang masih
berlaku dan Dokter yang menerbitkan tersebut sehat fisik
dan mental”. Resertifikasi tersebut dapat dilakukan dengan
menilaiulang kompetensi atau dapat juga mengikuti program
pengembangan dan pendidikan kedokteran berkelanjutan
(P2KB) dengan perolehan satuan kredit khusus. Tanpa
mengurangi  kualitas tujuan dilakukannya resertifikasi,
mekanismenya harus dilaksanakan secara sederhana
sehingga memungkinkan setiap dokter dapat memenuhinya.
Di samping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya
penyalahgunaan kewenangan, proses resertifikasi dilakukan
secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pemerintah
perlu mendorong dilakukan penyederhanaan proses
resertifikasi dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap
proses dimaksud.

Dengan demikian, baik keberadaan sertifikat profesi maupun
sertifikat kompetensi serta persyaratan untuk resertifikasi
karena dimaksudkan untuk menjaga kompetensi dan kualitas
keilmuan seorang dokter yang tujuan akhirnya adalah untuk
melindungi masyarakat maka dalil para Pemohon yang
menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) UU Praktik
Kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU
Pendidikan Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945
adalah tidak beralasan menurut hukum.

2) Organisasi Profesi

Berkenaan dengan dalil mengenai organisasi profesi, para
Pemohon meminta agar frasa organisasi profesi dalam
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ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU
Praktik Kedokteran dimaknai sebagai “meliputi juga”
Perhimpunan Dokter Spesialis” yang berada dalam
lingkungan IDI guna menjamin hak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang
diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta
hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C
ayat (2) UUD 1945. Terhadap permohonan tersebut,
menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan
inkonstitusionalitas dalam ketentuan a quo. Perhimpunan
Dokter Spesialis dengan sendirinya merupakan bagian dari
IDI. IDI sebagai rumah besar profesi kedokteran diisi
berbagai bidang keahlian kedokteran yang di dalamnya juga
meliputi Perhimpunan Dokter Spesialis sebagai salah satu
unsur yang menyatu dan tidak terpisah dari IDI.Justru
apabila logika permohonan para Pemohon diikuti akan timbul
ketidakpastian hukum karena dalam praktik menjadi tidak
jelas pada saat bagaimana atau kapan organisasi profesi
dimaksud dimaknai sebagai IDI dan pada saat bagaimana
atau kapan organisasi profesi dimaknai sebagai Perhimpunan
Dokter Spesialis.

Pertimbangan Mahkamah tersebut juga berlaku mutatis
mutandis terhadap permohonan para Pemohon terkait
pengujian ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf ¢ UU Praktik
Kedokteran.

Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran yang menyatakan,
“Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran
Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi
profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang
bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut” menurut
para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon
meminta agar frasa “organisasi profesi” dihilangkan atau
dihapuskan dari ketentuan tersebut sehingga Pasal 1 angka
13 UU Praktik Kedokteran menjadi berbunyi, “Kolegium
Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi
Indonesia adalah badan yang dibentuk untuk masing-masing
cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang
disiplin ilmu tersebut”. Terhadap dalil tersebut Mahkamah
berpendapat bahwa undang-undang memungkinkan masing-
masing kelompok tenaga kesehatan membentuk kolegium
berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Dalam struktur IDI
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pun berdasarkan AD/ART IDI kolegium-kolegium yang
berhimpun dalam Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
merupakan salah satu unsur dalam struktur kepengurusan
IDI ditingkat Pusat yang bertugas untuk melakukan
pembinaan dan pengaturan pelaksanaan sistem pendidikan
profesi kedokteran. Dengan demikian maka Kolegium
Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi
Indonesia merupakan unsur dalam IDI sebagai organisasi
profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin
ilmu masing-masing. Oleh karena itu, IDI dalam hal ini
berfungsi sebagai rumah besar profesi kedokteran yang di
dalamnya dapat membentuk kolegium-kolegium untuk
melaksanakan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan AD/ART IDI. Penghapusan frasa
“organisasi profesi” dalam ketentuan a quo menghilangkan
unsur pembentuk kolegium yang adalah para dokter sendiri
berdasarkan disiplin masing-masing yang pada akhirnya juga
berhimpun dalam MKKI sebagai salah satu unsur pimpinan
pusat IDI. Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut
Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

Para Pemohon juga mengajukan ... para Pemohon juga
mengajukan pengujian atas frasa “organisasi profesi” yang
disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat
(2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU
Pendidikan Kedokteran. Para Pemohon meminta agar frasa
“organisasi profesi” dimaknai juga meliputi “Perhimpunan
Dokter Spesialis” (Pasal 38 ayat (1) huruf ¢ UU Praktik
Kedokteran) dan dimaknai Kolegium Kedokteran/Majelis
Kolegium Kedokteran Indonesia [Pasal 1 angka 20, Pasal 5
ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU
Pendidikan Kedokteran]. Terhadap dalil para Pemohon
tersebut Mahkamah  berpendapat bahwa Kolegium
Kedokteran/Majelis  Kolegium  Kedokteran  Indonesia
merupakan unsur yang terdapat dalam IDI dan bukan
merupakan organisasi yang terpisah dari IDI. Sebagai rumah
besar dokter Indonesia, IDI mewadahi profesi kedokteran
dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, setiap unsur
dalam IDI memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan
AD/ART 1IDI. Kolegium Kedokteran Indonesia/Majelis
Kolegium kedokteran Indonesia merupakan unsur dalam IDI
yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pembinaan
pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dalam
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melakukan fungsi ini, Kolegium/Majelis Kolegium Kedokteran
Indonesia tetap berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait
baik di dalam maupun di luar IDI untuk mewujudkan cita-cita
nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat
Indonesia yang juga menjadi tujuan pembentukan IDI
melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Dengan
demikian, terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran,
sebagaimana juga disebutkan dalam AD/ART 1ID],
merupakan fungsi Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium
Kedokteran Indonesia sebagai salah satu unsur dari IDI yang
memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran.
Tidaklah berlebihan bila menempatkan Kolegium/Majelis
Kolegium sebagai academic body profesi kedokteran.
Berkenaan dengan adanya disharmoni perihal kolegium
sebagaimana dimaksudkan dalam UU Praktik Kedokteran
yang hanya melibatkan Kolegium Kedokteran Indonesia dan
Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sementara itu dalam
UU Pendidikan Kedokteran hanya menyebutkan organisasi
profesi, hal demikian tidaklah dimaknai bahwa terjadi
inkonstitusionalitas norma karena pada hakikatnya kolegium
adalah bagian dari organisasi profesi dalam hal ini IDI.
Dalam hal ini organisasi profesi (IDI) harus memberdayakan
keberadaan unsur-unsur dalam struktur organisasi termasuk
kolegium sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan
dengan inkonstitusionalitas frasa “organisasi profesi” dalam
Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 38 ayat (1)
huruf ¢ UU Praktik Kedokteran dan dalam Pasal 1 angka 20,
Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11
ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39
ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran tidak beralasan menurut
hukum.

3) Rangkap Jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI

Berkenaan dengan dalil mengenai rangkap jabatan anggota
KKI yang berasal dari IDI, para Pemohon mendalilkan bahwa
Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran, yang
menyatakan “Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia
17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang
berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang”
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “organisasi
profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagai “yang tidak
menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran”. Terkait
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permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa
pengisian anggota KKI harus mempertimbangkan tugas KKI
yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan institusi
asal anggota KKI. Berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, KKI memiliki tugas melakukan registrasi dokter
sebagai dasar untuk menerbitkan STR, melakukan fungsi
regulasi serta  melaksanakan = pembinaan  terhadap
penyelenggaraan praktik kedokteran. Organisasi profesi
dokter, dalam hal ini IDI, sebagai salah satu institusi asal
anggota KKI memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas
yang diemban KKI khususnya dalam fungsi regulasi karena
para dokter yang merupakan anggota IDI merupakan objek
dari regulasi yang dibuat oleh KKI. Di sisi lain, IDI, sebagai
organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu institusi
asal anggota KKI ... anggota KKI. Keadaan ini menimbulkan
potensi benturan atau konflik kepentingan ... diulangi ...
keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan
(conflict of interest) dari sisi IDI sebab IDI bertindak sebagai
regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI,
pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang
dibuat oleh KKI tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah
potensi benturan kepentingan tersebut maka seyogianya
anggota IDI yang duduk dalam KKI seharusnya adalah
mereka yang bukan merupakan pengurus IDI untuk
mencegah konflik kepentingan karena tugas KKI ada tiga
yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbitkan STR,
fungsi regulasi yang terkait dengan profesi dokter, dan
fungsi pembinaan. Pada sisi lain organisasi profesi dokter
adalah IDI dan oleh karena itu keberadaan pengurus IDI
pada KKI potensial menimbulkan konflik kepentingan
terutama dalam perumusan regulasi. Hal ini tidak sesuai
dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon
berkenaan dengan inkonstitusionalitas keanggotaan KKI dari
unsur pengurus organisasi profesi kedokteran, dalam hal ini
IDI, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran
adalah beralasan menurut hukum, sepanjang unsur
“organisasi profesi kedokteran” tersebut tidak dimaknai tidak
merangkap jabatan sebagai pengurus IDI.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas, permohonan para Pemohon beralasan
menurut hukum untuk sebagian.

26



21.

KETUA: ANWAR USMAN

[4.1]
[4.2]

[4.3]

—

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.

Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMARPUTUSAN
Mengadili,

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) yang
menyatakan “Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17
(tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal
dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang. ...”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang unsur “organisasi profesi kedokteran” tidak
dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi
kedokteran.

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya.

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi vyaitu Arief Hidayat selaku Ketua
merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna,
Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul,
dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Selasa, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan
belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku
Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede
Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Manahan
M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,
tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu delapan belas,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan April,
tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.46 WIB,
oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat,
I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh
Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Ikatan
Dokter Indonesia atau yang mewakili.
Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 63/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh Petrus Bala Pattyona, S.H.,
M.H., C.L.A.
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22,

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2017 memberi
kuasa kepada Mehbob, S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan
kesemuanya Advokat- Pengacara, beralamat di Gedung Fuyinto
Sentra Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Nomor 28,
Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai --------------------—----mm—- Pemohon.
[1.2] Membaca permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Pemohon.

Mendengar dan membaca keterangan Presiden.

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon.

Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertimbangan Hukum
I. Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, juga dianggap
dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa apabila diringkas, uraian dalil Pemohon
perihal inkonstitusionalnya Pasal 32 ayat (3a) UU KUP pada
pokoknya adalah sebagai berikut, angka satu sampai dengan
angka sembilan dianggap dibacakan, langsung ke angka,

10.Bahwa atas kesamaan fungsi dan peran profesi Advokat
dengan Konsultan Pajak selaku Kuasa Hukum dalam
pelaksanaan profesinya baik di dalam maupun di luar
peradilan, maka kedudukan Kuasa atau profesi Konsultan
Pajak haruslah sama dengan kedudukan Advokat dalam
sistem hukum Indonesia. Dengan memperhatikan
pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi Advokat dalam
peradilan, berbeda dengan pengaturan persyaratan untuk
dapat menjadi Kuasa Hukum atau Konsultan Pajak. Untuk
dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi
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[3.8]

[3.9]

[3.10]

persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3,
dan Pasal 4 UU Advokat, sehingga tidak terdapat suatu unsur
atau norma yang memberikan kewenangan kepada pihak
manapun atau instansi pemerintahan seperti Menteri Hukum
dan HAM, instansi penegak hukum seperti Mahkamah Agung,
Kejaksaan, Kepolisian untuk menentukan persyaratan
menjadi Kuasa Hukum/Advokat. Hal ini berbanding terbalik
dengan profesi Konsultan Pajak/Kuasa Hukum Wajib Pajak,
karena undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materiil
ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan
untuk menentukan persyaratan sebagai Kuasa Hukum atau
Konsultan Pajak. Padahal Kuasa Hukum/Konsultan Pajak dan
Menteri Keuangan adalah para pihak yang berperkara atau
bersengketa di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau
Pengadilan Pajak.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1
sampai dengan bukti  P-16b tanpa P-9, serta 1 (satu) orang
ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan
dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana
selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon
juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2017.

Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan
dalam persidangan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis
yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 16 Oktober 2017,
serta 3 (tiga) orang ahli yang telah didengar keterangannya
dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan
tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22
November 2017.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat
permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam
persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan,
terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara
spesifik memberikan argumentasi tentang
pertentangan norma yang termuat dalam Pasal 32
ayat (3a) UU KUP dengan UUD 1945. Pemohon hanya
menguraikan secara panjang lebar mengenai hak
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[3.10.2]

Wajib Pajak untuk menunjuk kuasa serta kaitannya
dengan profesi Pemohon sebagai advokat yang oleh
UU Advokat diberi kewenangan untuk memberi
bantuan hukum, termasuk menjadi kuasa dalam
sengketa perpajakan. Pemohon hanya secara sumir
mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang
dijabarkan dengan PMK 229/2014 bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal
28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak
memberikan argumentasi yang secara spesifik
berkenaan dengan dalil ini (Perbaikan permohonan
hal. 12). Dengan memperhatikan secara saksama
uraian Pemohon tampak jelas bahwa yang menjadi
pokok keberatan Pemohon sesungguhnya adalah
keberadaan dan keberlakuan PMK 229/2014 yang
merupakan delegasi Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang
telah menyebabkan Pemohon ditolak menjadi kuasa
wajib pajak oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak
Bantul padahal Pemohon telah memiliki sertifikat
Brevet A-B. Atas dasar itu, Pemohon kemudian tiba
pada penalaran bahwa Menteri Keuangan memiliki
kewenangan absolut sehingga seolah-olah berada di
atas kedaulatan rakyat. Lagi pula, Pemohon sendiri
menyatakan dalam permohonannya bahwa ada pihak
lain yang bukan konsultan pajak namun dapat
mengurus masalah-masalah pajak (vide perbaikan
permohonan Halaman 21), sehingga memberi kesan
bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon
adalah persoalan penerapan undang-undang.

Bahwa, namun demikian, jika dibaca rasionalitas dan
konteks keseluruhan dalil Pemohon, Mahkamah
memahami bahwa substansi yang sesungguhnya
dipersoalkan oleh Pemohon adalah masalah
pendelegasian kewenangan oleh undang-undang, in
casu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Peraturan
Menteri, sehingga persoalan konstitusional yang harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah
pendelegasian kewenangan demikian bertentangan
dengan UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur
lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 12/2011). Terhadap persoalan
konstitusional  tersebut Mahkamah selanjutnya
mempertimbangkan sebagai berikut:
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1.

Bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara,
diperlukan pemerintahan yang berdaulat dan
memiliki kewenangan secara hukum. Kewenangan
harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut
merupakan kewenangan vyang sah. Dengan
demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan
keputusan adalah diturunkan dari kewenangan
tersebut. Sumber kewenangan dapat diperoleh
dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat.
Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah
suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum
positif guna mengatur dan mempertahankannya.
Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu
keputusan yuridis yang benar.

Bahwa, sebagaimana disinggung pada angka 1 di
atas, salah satu sumber kewenangan adalah
diperoleh  dari  pendelegasian  kewenangan
perundang-undangan (delegatie van
wetgevingsbevoegdheid), vyaitu pendelegasian
kewenangan membentuk peraturan perundang-
undangan dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-
undangan vyang lebih rendah. Pendelegasian
demikian dibutuhkan karena walaupun dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan
diharapkan  dapat  dirumuskan  ketentuan-
ketentuan yang dapat langsung menyelesaikan
permasalahan, namun  demikian  acapkali
diperlukan adanya pelimpahan (pendelegasian)
peraturan perundang-undangan. Hal itu
disebabkan peraturan yang lebih tinggi biasanya
hanya mengatur ketentuan yang sangat umum
(garis besar) sehingga pengaturan yang lebih
konkret didelegasikan kepada peraturan yang
lebih rendah secara berjenjang sesuai hierarkinya.
Pendelegasian suatu peraturan  perundang-
undangan pada dasarnya dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan hierarki yang berlaku,
misalnya dari Undang-Undang ke Peraturan
Pemerintah atau dari Peraturan Pemerintah ke
Peraturan Presiden. Pendelegasian Undang-
Undang ke Peraturan Menteri seharusnya tidak
terjadi dalam sistem pemerintahan Presidensial
oleh karena pendelegasian tersebut meloncati dua
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peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden. Hal-hal yang
diatur dalam Undang-Undang secara
konstitusional  seharusnya didelegasikan ke
Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 5 ayat
(2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden
menetapkan Peraturan ~ Pemerintah  untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya”.  Namun, masalah pendelegasian
tersebut diatur secara agak berbeda dalam UU
12/2011 yang berlaku saat ini, sebagaimana
tertuang dalam Lampiran II khususnya Pedoman
angka 198 sampai dengan angka 216 UU
12/2011. Pedoman angka 211 Lampiran II UU
12/2011 menyatakan, “Pendelegasian
kewenangan mengatur dari undang-undang
kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah
nonkementerian, atau pejabat yang setingkat
dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang
bersifat teknis administratif”. Dengan demikian,
terlepas dari persoalan apakah secara doktriner
dalam sistem pemerintahan Presidensial dapat
dibenarkan adanya pendelegasian kewenangan
mengatur langsung dari Undang-Undang kepada
Peraturan Menteri, menurut hukum positif yang
berlaku pada saat ini (in casu UU 12/2011)
pendelegasian kewenangan demikian
dimungkinkan sepanjang hal itu berkenaan
dengan pengaturan yang Dbersifat teknis-
administratif. Dengan kata lain, secara a contrario,
pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang
langsung kepada Peraturan Menteri tidak
dibenarkan jika materi muatannya berkenaan
dengan hal-hal yang menurut hierarki peraturan
perundang-undangan bukan merupakan materi
muatan Peraturan Menteri.

Bahwa substansi yang diatur dalam UU 12/2011
terkait dengan pendelegasian kewenangan
merupakan bagian dari sistem peraturan
perundang-undangan Indonesia yang harus selalu
menjadi acuan. Kepatuhan terhadap sistem
peraturan perundang-undang dimaksud
merupakan bagian dari upaya untuk memastikan
bahwa setiap norma yang dibentuk memberikan
jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap
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warga negara yang dikenai aturan dimaksud.
Dalam konteks ini, untuk menilai keabsahan
pendelegasian wewenang dari undang-undang
kepada peraturan perundang-undangan lainnya,
maka sistem pendelegasian kewenangan yang
terdapat dalam UU 12/2011 tidak dapat
dikesampingkan, dalam arti tidak
dipertimbangkan, sepanjang norma yang relevan
yang termuat di dalamnya tidak dimohonkan
pengujian.

Bahwa pada saat yang sama, pembatasan
delegasi kewenangan dari undang-undang kepada
menteri juga berhubungan dengan materi muatan
undang-undang ditentukan secara eksplisit dalam
UU 12/2011. Dalam kaitan ini, terhadap hal-hal
yang terkait dengan pengaturan lebih lanjut dari
ketentuan UUD 1945 yang merupakan pengakuan,
penghormatan, pembatasan, pengurangan atau
pencabutan hak-hak tertentu dari warga negara
harus diatur dalam undang-undang. Karena itu,
hanya hal-hal yang bersifat teknis-administratif
dari pengakuan, penghormatan, pembatasan,
pengurangan, pencabutan, atau perluasan hak itu
saja yang dapat didelegasikan pengaturannya
kepada menteri atau pejabat setingkat menteri.
Dalam arti demikian, hal-hal yang bersifat
pembatasan hak dan kewajiban yang belum diatur
dalam undang-undang tidak dapat didelegasikan
melalui sebuah Peraturan Menteri sebagai
peraturan pelaksana atau peraturan teknis.

Bahwa dalam kaitannya dengan delegasi
kewenangan dari UU KUP kepada menteri dalam
permohonan a quo, keberadaan norma tersebut
berhubungan dengan sejarah dan semangat
perumusan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983). Melalui
ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang
sesungguhnya membuka ruang bagi setiap orang
atau badan hukum Wajib Pajak untuk dikuasakan
oleh seorang kuasa dalam menjalankan hak dan
kewajiban perpajakannya.

Pada saat pertama kali dirumuskan dan dimuat
dalam UU 6/1983, dalam Pasal 32 ayat (3)
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dinyatakan bahwa Orang atau Badan dapat
menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban menurut  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan. Dalam
penjelasan ketentuan tersebut diterangkan bahwa
norma dimaksud adalah untuk memberikan
kelonggaran dari kesempatan bagi Wajib Pajak
untuk minta bantuan orang lain yang memahami
masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan
atas namanya membantu melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan
tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal
dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak
yang ditentukan dalam undang-undang
perpajakan. Sesuai dengan ketentuan itu,
hadirnya seorang kuasa dalam rangka membantu
wajib pajak untuk melaksanakan hak dan
kewajiban diperkenankan. Pada saat yang sama,
Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang a quo secara
implisit juga mengakui hak seseorang untuk
menunjuk seorang kuasa guna membantunya
menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
Hanya saja, orang yang bertindak sebagai kuasa
tersebut disyaratkan haruslah orang yang
memahami masalah perpajakan. Pada saat UU
6/1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 9/1994),
norma Pasal 32 ayat (3) UU 9/1994 juga ikut
diubah, namun substansi yang dimuat di
dalamnya tetap sama dengan substansi yang
terdapat dalam UU 6/1983, di mana hak dan
kesempatan Wajib Pajak untuk didampingi
kuasanya tetap diakui. Penambahan ayat dalam
Pasal 32 terjadi saat berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, yang menyisipkan satu ayat diantara
ayat (3) dan ayat (4), yakni ayat (3a) yang
menyatakan, “Kuasa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”.
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Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (3a) hanya
menyatakan cukup jelas. Rumusan Pasal 32 ayat
(3) yang terdapat dalam UU 9/1994 tetap
dipertahankan.

Bahwa ketika UU 6/1983 diubah untuk ketiga
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),
rumusan Pasal 32 ayat (3) yang terdapat dalam
UU 9/1994 tetap dipertahankan. Norma tersebut
berbunyi, “Orang pribadi atau badan dapat
menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan”. Dalam
Penjelasan Pasal 32 ayat (3) UU KUP diterangkan
kembali mengenai bentuk bantuan yang dapat
diberikan dan siapa yang dimaksud dengan kuasa.
Di mana, orang yang dapat menjadi kuasa dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
adalah setiap orang yang memahami masalah
perpajakan.

Undang-Undang a quo hanya sebatas mengatur
syarat umum dari seorang kuasa Wajib Pajak,
yaitu orang yang memahami masalah perpajakan.
Dalam hal ini, Undang-Undang tidak mengatur
lebih jauh kriteria orang yang dapat bertindak
sebagai kuasa. Undang-undang juga tidak
mengatur apa standar pemahaman masalah
perpajakan yang harus dimiliki seseorang untuk
dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak.
Undang-undang juga tidak mengatur bagaimana
seorang kuasa menjalankan hak  dan
kewajibannya sebagai kuasa. Lebih jauh, Undang-
undang juga tidak mengatur status kuasa Waijib
Pajak sebagai profesi yang mandiri dalam
menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak.

Pengaturan persyaratan dan pelaksanaan hak dan
kewajiban kuasa tersebut, dalam UU KUP diadopsi
satu norma baru berupa delegasi pengaturan
terkait persyaratan dan pelaksanaan hak dan
kewajiban kuasa kepada Peraturan Menteri. Hal
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itu dimuat dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP
dengan rumusan berbunyi, “Persyaratan serta
pelaksanaan hak dan  kewajiban  kuasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan” yang menjadi objek permohonan
dalam perkara a quo. Masalahnya, apakah
pendelegasian tersebut telah memenuhi syarat
bentuk hukum dan substansi kewenangan yang
didelegasikan  dapat dikatakan  bersesuaian
dengan kaidah pembentukan peraturan
perundang-undangan. Jawaban terhadap
pertanyaan ini sangat bergantung pada maksud
dengan kata “persyaratan”  dan frasa
“pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa”.

23. HAKIM ANGGOTA:IDEWA GEDE PALGUNA

7. Bahwa dalam  keterangannya, @ pemerintah
mengemukakan, salah satu alasan sosiologis
pengaturan terkait Kuasa Wajib Pajak adalah
karena faktor sulitnya melaksanakan suatu sistem
perpajakan dengan baik jika tidak melibatkan
penasehat atau konsultan perpajakan. Hal itu
terjadi karena hampir sebagian besar Wajib Pajak
sulit memahami seluruh peraturan perpajakan
dengan tepat karena dinamis dan rumitnya
peraturan perpajakan. Atas dasar itu, diperlukan
seorang penasehat perpajakan/orang yang
memahami masalah perpajakan menjadi Kuasa
Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan baik dan benar. Dalam
konteks ini, keberadaan konsultan pajak sebagai
kuasa menjadi penting bagi kepentingan publik
pembayar pajak.

Lebih jauh, dalam keterangannya, Pemerintah dan
DPR menjelaskan pengaturan mengenai
persyaratan serta hak dan kewajiban Kuasa Wajib
Pajak merupakan ketentuan bersifat teknis
sehingga didelegasikan pengaturannya kepada
peraturan  perundang-undangan yang lebih
rendah, dalam hal ini Peraturan Menteri
Keuangan. Pertanyaan mendasar yang harus
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dikemukakan: apakah dapat diterima bahwa
persyaratan serta hak dan kewajiban Kuasa Wajib
Pajak merupakan hal vyang bersifat teknis
administratif, sehingga pengaturannya dapat
didelegasikan kepada sebuah peraturan
pelaksana, in casu Peraturan Menteri.

Bahwa dari keterangan Pemerintah dan DPR
dimaksud dapat dipahami pada satu sisi
pengakuan terhadap hak Wajib Pajak untuk
didampingi oleh seorang kuasa merupakan
perlindungan terhadap kepentingan pembayar
pajak (tax payer), sedangkan di sisi lain,
persyaratan serta hak dan kewajiban kuasa
diposisikan sebagai hal yang bersifat teknis
administratif. Apabila ditelaah lebih  jauh,
sesungguhnya telah terdapat contradictio in
terminis dari penjelasan tersebut, terutama
dengan memosisikan pengaturan terkait
persyaratan serta hak dan kewajiban kuasa
sebagai sesuatu yang bersifat teknis administratif,
sehingga pengaturannya didelegasikan kepada
Menteri. Dalam hal ini, apabila pengaturan
tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan
kewajiban Kuasa Wajib Pajak merupakan bentuk
perlindungan terhadap kepentingan pembayar
pajak, semestinya materi pengaturannya tidak
diserahkan sepenuhnya kepada Menteri. Sebab,
Menteri merupakan pihak yang melaksanakan
Undang-Undang Perpajakan yang dalam praktik
sangat mungkin “berhadapan” dengan Wajib
Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak. Bagaimana
mungkin kepentingan hukum Wajib Pajak akan
dapat terlindungi bilamana Kuasa Wajib Pajak
diatur dan dibatasi melalui Peraturan Menteri yang
tidak menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban
Penerima Kuasa Wajib Pajak secara bebas dan
mandiri.

Bahwa selanjutnya, dibentuknya UU KUP memang
merupakan perintah UUD 1945, di mana dalam
Pasal 23A UUD 1945 dinyatakan bahwa Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Dalam konteks itu, UU KUP mengatur hal-hal yang
bersifat memaksa bagi warga negara yang
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10.

memenuhi syarat, dalam hal ini pajak. Pajak
merupakan kewajiban yang mesti dibayarkan oleh
warga negara, di mana apabila tidak dipenuhi,
maka sanksi hukum dapat dikenakan kepada yang
bersangkutan.

Sekalipun pajak merupakan sesuatu yang bersifat
memaksa, di mana negara melalui Kementerian
Keuangan dapat memaksa agar warga negara
yang memenuhi kewajibannya, namun sifat
memaksa pajak tidak serta-merta menghilangkan
hak warga negara untuk mendapatkan kepastian
hukum, kejelasan proses pemungutan pajak, dan
hak untuk dikuasakan/didampingi oleh orang yang
memahami perpajakan dalam melaksanakan hak
dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hak untuk
didampingi oleh orang yang memahami masalah
perpajakan merupakan salah satu sarana bagi
Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban
dan hak perpajakannya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan terhindar
dari potensi penyalahgunaan wewenang. Hak
tersebut akan betul-betul dapat dilindungi apabila
orang atau pihak yang menjadi kuasa untuk
mewakili atau mendampingi Wajib Pajak adalah
orang yang bebas dan mandiri dalam menjalankan
profesinya sebagai Kuasa Wajib Pajak, bukan
orang yang berada di bawah tekanan atau dalam
posisi tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai kuasa.

Bahwa oleh karena kewajiban membayar pajak
tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk dapat
dikuasakan/didampingi oleh orang yang
memahami masalah perpajakan, maka pengaturan
mengenai Kuasa Wajib Pajak haruslah dapat
menjamin bahwa yang bertindak sebagai kuasa
adalah orang yang memahami perpajakan dan
dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai
Kuasa Wajib Pajak. Demi untuk menjamin agar
hak dan kewajiban Wajib Pajak terlaksana secara
baik dan dikuasakan kepada/didampingi oleh
kuasa yang menjalankan hak dan kewajibannya
sebagai Kuasa Wajib Pajak, maka hal-hal yang
berhubungan dengan persyaratan serta
pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib
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[3.11]

Pajak tidak dapat diposisikan hanya sekedar hal
yang bersifat teknis administratif. Persyaratan
serta hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Wajib Pajak. Terlaksana atau tidaknya
hak dan kewajiban sesuai aturan serta adanya
kepastian hukum yang adil bagi Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya akan
sangat bergantung pada bagaimana pengaturan
terkait dengan hak Wajib Pajak untuk dikuasakan
kepada/didampingi oleh kuasanya. Oleh karena
itu, hal tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat
teknis administratif, melainkan lebih bersifat
substantif karena berhubungan dengan
pembatasan hak seseorang dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya sehingga
seharusnya materi tersebut diatur dalam undang-
undang. Dalam hal ini, Undang-Undang harus
mengatur secara jelas mengenai persyaratan bagi
orang yang akan bertindak sebagai Kuasa Wajib
Pajak, baik syarat administratif maupun syarat
kompetensi. Pada saat yang sama, undang-
undang juga harus mengatur dan menjamin
bahwa Kuasa Wajib Pajak harus dapat
menjalankan hak dan kewajibannya secara bebas
dan mandiri. Pengaturan tersebut akan menjadi
instrumen hukum untuk melindungi dan menjamin
bahwa hak dan kewajiban Wajib Pajak dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  dan  terhindar  dari
kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang
dan ketidakpastian hukum.

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang bertumpu
pada UU 12/2011, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10]
di atas, adalah dikarenakan undang-undang itulah yang
memuat pengaturan lebih lanjut tentang pendelegasian
kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan
dan tidak menjadi objek permohonan a quo. Sehingga, sesuai
dengan prinsip presumption of constitutionality yang berlaku
dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang dan prinsip
bahwa hakim atau pengadilan adalah zittende magistratur,
maka UU 12/2011 khususnya Lampiran II Pedoman angka 198
sampai dengan angka 216 harus dianggap konstitusional
sampai terbukti bertentangan dengan UUD 1945 melalui
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[3.12]

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan atas dasar
adanya permohonan untuk itu. Prinsip zittende magistratur
menghalangi Mahkamah untuk secara aktif menguji
konstitusionalitas suatu undang-undang jika undang-undang
yang bersangkutan tidak dimohonkan pengujian. Namun
demikian, prinsip zittende magistratur tidak menghalangi
Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan suatu
Undang-Undang apabila ternyata norma undang-undang yang
bersangkutan telah ternyata menghalangi kewenangan
Mahkamah dalam menjalankan fungsi constitutional review-nya.
Pengesampingan demikian dibenarkan berdasarkan doktrin
hukum tata negara dan tidak bertentangan dengan ajaran
pemisahan kekuasaan, sebab Mahkamah tidak menguji
konstitusionalitas norma  undang-undang yang tidak
dimohonkan pengujiannya, melainkan Mahkamah hanya
memutuskan untuk tidak menerapkannya. Artinya, norma
Undang-Undang tersebut, baik teks maupun isi atau materi
muatannya, tetap ada dan berlaku selama belum ada
permohonan yang menguji konstitusionalitasnya dan belum ada
Putusan Mahkamah berkenaan dengan hal itu. Hal ini pernah
dipraktikkan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I1/2004, tanggal
13 Desember 2004.

Menimbang bahwa kendatipun Pemohon tidak memohonkan
pengujian UU 12/2011 (terutama dalam hal ini Lampiran II
khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU
12/2011) dan kendatipun titik berat Permohonan Pemohon
adalah terletak pada substansi pendelegasian dari undang-
undang kepada Peraturan Menteri, in casu PMK 229/2014,
Mahkamah berpendapat bahwa, sesuai dengan sistem
Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh UUD 1945,
pendelegasian  kewenangan  mengatur dari  peraturan
perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi kepada
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih
rendah secara doktriner tidak boleh bertentangan dengan
materi muatan yang secara konstitusional seharusnya menjadi
substansi materi muatan dari masing-masing jenis peraturan
perundang-undangan tersebut sesuai dengan tingkatan atau
hierarkinya. Dengan demikian, dalam konteks Permohonan a
quo, sesuai dengan pertimbangan pada sub-paragraf [3.10.2]
di atas, tanpa perlu mengesampingkan keberlakuan Lampiran II
khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU
12/2011 dan tanpa harus menilai kasus konkret yang dialami
Pemohon khususnya berkenaan dengan pemberlakuan PMK
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229/2014, Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat
kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendelegasian
wewenang teknis-administratif “pelaksanaan hak dan kewajiban
kuasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) UU
KUP kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai
delegasi yang bersifat teknis-administratif maka, di satu pihak,
pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan
yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada
pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-
haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang
absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain pihak,
tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk
memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945.
Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat
teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan
kewenangan yang lebih (over capacity of power) kepada
Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih
lanjut mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”.
Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan materi muatan
yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang
lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh
karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana
dialami Pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai
“syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa” sebagaimana diatur
dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya dapat dinyatakan
konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat
teknis-administratif.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas
telah ternyata bahwa  dalil Pemohon mengenai
inkonstitusionalitas materi muatan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP
adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, vyaitu
sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam
Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya berkenaan
dengan hal-hal vyang bersifat teknis-administratif, yaitu
sepanjang tidak membatasi hak konstitusional warga negara
dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban.

24. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
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[4.1]
[4.2]

[4.3]

1.
2.

w

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.

Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara, dan seterusnya), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara danseterusnya).

AMARPUTUSAN

Mengadili,
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
Menyatakan frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam
Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-
hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan
dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
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Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Arief Hidayat, I
Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua
belas, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan April, tahun dua ribu delapan
belas, selesai diucapkan pukul 15.21 WIB, oleh delapan  Hakim
Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,
Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P.
Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau
yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Selanjutnya,

PUTUSAN
NOMOR 88/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh Maria Theresia Asteriasanti.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16
Oktober 2017 memberi kuasa kepada: Muhammad Sholeh, S.H
dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum
Sholeh & Partners, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B
Nomor 29, Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ------------========mmmmmmmn Pemohon.
[1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT. Jasa
Raharja.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Pertimbangan hukum dan seterusnya ... duduk perkara dan
seterusnya dianggap dibacakan.



25.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, 3.1, 3.2,

dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7 dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan
mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan

permohonan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4
ayat (1) UU 34/1964, yang menyatakan, dianggap dibacakan.

sepanjang frasa, “Yang mendapatkan jaminan berdasarkan

Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar

alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan”

Menurut Pemohon, norma a quo bertentangan dengan Pasal

28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan

yang pada pokoknya sebagai berikut.

(1) Frasa dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU
34/1964 tersebut telah dimaknai secara sempit di mana
kecelakaan yang dijamin mendapat santunan kecelakaan
hanya yang melibatkan dua kendaraan, bukan satu
kendaraan atau kecelakaan tunggal. Sebab, kecelakaan
satu kendaraan korbannya ada di dalam alat angkutan itu
sendiri, bukan di luar alat angkutan. Sementara, korban
kecelakaan tunggal meski tetap membayar Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dalam
hal ini suami Pemohon sebagai korban kecelakaan tunggal
membayar SWDKLL] setiap tahunnya, tetapi dinyatakan
tidak berhak menerima dana santunan kecelakaan lalu
lintas oleh PT. Jasa Raharija.

(2) Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 telah membuat
norma baru, bahkan menjadi norma terselubung. Sebab,
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang a quo mengatur bahwa
siapapun yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas baik
mati maupun cacat tetap dijamin mendapatkan santunan
asuransi Jasa Raharja. Sementara dalam Penjelasan Pasal 4
ayat (1) menjadi dipersempit bahwa yang mendapatkan

45



[3.10]

[3.11]

[3.12]

santunan kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang berada
di luar alat angkutan. Dengan demikian, menurut Pemohon,
penjelasan norma ... dengan demikian, menurut Pemohon,
penjelasan norma pasal a quo bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.

(3) Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 juga telah
menyebabkan Pemohon mendapatkan perlakuan
diskriminatif. Sebab, seorang warga negara pembayar
SWDKLL] yang merupakan sumbangan yang tidak
dibedakan/dikecualikan ~ untuk  kecelakaan  tunggal,
seharusnya diperlakukan sama dengan semua warga
negara yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak
tunggal. Dengan demikian, didalilkan Pemohon norma a
quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama
permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, keterangan
Presiden, keterangan ahli Presiden, serta keterangan Pihak
Terkait PT. Jasa Raharja Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut.

Menimbang bahwa masalah  konstitusionalitas  yang
dipersoalkan adalah Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964
yaitu sepanjang frasa “Yang mendapatkan jaminan berdasarkan
Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar
alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan”. Penjelasan
dimaksud dianggap telah menyebabkan terjadinya ketidak-
pastian hukum terhadap Pemohon untuk mendapatkan dana
santunan kecelakaan tunggal suaminya. Pada saat yang sama,
menurut Pemohon, keberadaan frasa di dalam penjelasan itu
pun telah menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap warga
negara. Dengan alasan itu, Pemohon menilai bahwa hak
konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 terlanggar dan/atau
potensial terlanggar. Karena itu, untuk mengakhiri atau
menghindari kerugian konstitusional atau potensi kerugian yang
dialaminya, Pemohon meminta agar frasa “Yang mendapatkan
jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang
berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan
kecelakaan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan a quo,
terdapat dua persoalan konstitusional yang harus dijawab lebih
jauh, yaitu:
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Apakah penjelasan norma di dalam pasal a quo sepanjang frasa
“Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini
ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang
menyebabkan kecelakaan” telah menyebabkan terjadinya
ketidakpastian hukum, terutama karena Pemohon selalu
membayar SWDKLL] dan karena terjadinya penyempitan norma
Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 telah merugikan hak konstitusional
Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
19457

1. Apakah penjelasan norma di dalam pasal a quo sepanjang
frasa “Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-
undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat
angkutan yang menyebabkan  kecelakaan”  telah
menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap
warga negara yang mengalami kecelakaan lalu lintas,
sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

Terhadap masalah konstitusional penjelasan norma pasal a
quo sebagaimana termanifestasi dalam kedua pertanyaan
di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa mengenai kepastian hukum penjelasan Pasal 4
ayat (1) UU 34/1964 sebagaimana didalilkan oleh
Pemohon, persoalan hukum yang dikemukakan
Pemohon sesungguhnya bukan hanya sekadar apakah
norma tersebut mencakup korban kecelakaan tunggal
atau tidak, melainkan  berhubungan dengan
paradigma pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu
lintas jalan. Paradigma sistem jaminan sosial terkait
pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan
yang didesain dalam UU 34/1964 adalah perlindungan
publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang
terjadi dengan alat-alat angkutan dimaksud. Dalam
sistem tersebut para pemilik/pengusaha kendaraan
bermotor dibebani kewajiban berupa iuran wajib yang
ditujukan untuk melindungi rakyat banyak yang
menjadi korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang
disebabkan oleh kendaraaan bermotor atau kereta
api. Dalam pengertian demikian, dana pertanggungan
diberikan sebagai akibat kecelakaan yang terjadi
karena faktor eksternal.

[3.12.2] Bahwa paradigma tersebut dapat dipahami berdasar
penjelasan umum UU 34/1964, di mana di dalamnya
diterangkan bahwa subjek yang menjadi perhatian
ketika Undang-Undang a quo dibentuk adalah rakyat
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banyak yang menjadi korban risiko-risiko teknik
modern dibanding para pemilik atau pengusaha alat-
alat modern yang bersangkutan. Lebih jauh, apabila
dilacak Memory van Toelichting (MvT) Undang-
Undang a quo, perlindungan dasar yang diatur di
dalamnya adalah dimaksud untuk kepentingan umum
dan setaraf dengan kemajuan teknik modern. Di
mana, dalam kehidupan manusia bermasyarakat
terkandung bahaya vyang semakin meningkat
disebabkan kecelakaan di luar kesalahannya (faktor
eksternal). Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa
tujuan diatur dan dipungutnya dana kecelakaan lalu-
lintas adalah untuk melindungi korban kecelakaan
yang bukan penumpang atau mereka yang berada di
luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu.
Paradigma yang demikian diatur secara konsisten
dalam Undang-Undang a quo, khususnya dalam hal
kewajiban pembayaran iuran atau sumbangan
kecelakaan lalu-lintas (SWDKLL]) yang difungsikan
sebagai dana untuk asuransi sosial kecelakaan lalu
lintas jalan. Dalam hal ini, SWDKLL] merupakan
pembayaran premi berupa sumbangan wajib sebagai
bentuk pengalihan resiko dari pemilik kendaraan
kepada Pemerintah yang dalam hal ini penanggung
jawabnya adalah PT. Jasa Raharja. Dalam hal ini,
SWDKLL] dimaksud memiliki pengertian berbeda
jikalau dibandingkan dengan premi yang dikutip pada
asuransi umum karena itu dana tersebut disebut
sebagai iuran wajib dan bukan disebut sebagai
asuransi. Oleh karena berbeda, maka iuran wajib
berupa SWDKLL] tidak dapat disamakan dengan premi
dalam konteks asuransi umum di mana setiap orang
yang membayar premi berhak atas klaim asurasi yang
diperjanjikan.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDIISRA

[3.12.3] Bahwa konsistensi paradigma UU 34/1964 juga
diturunkan lebih jauh terhadap pengaturan yang
terkait dengan pihak vyang berhak menerima
pembayaran ganti rugi. Pihak yang berhak menerima
atau korban adalah setiap orang yang menjadi korban
mati atau cacat permanen akibat kecelakaan yang
disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan [Pasal
4 ayat (1) UU 34/1964]. Kemudian, dalam Penjelasan
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[3.12.4]

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang a quo ditegaskan
bahwa setiap orang tersebut adalah mereka yang
berada di jalan di Iluar alat angkutan yang
menyebabkan kecelakaan. Dengan kata lain, Undang-
Undang a quo memang didesain untuk
memberikan santunan kepada mereka yang menjadi
korban kecelakaan yang bukan penumpang, maupun
pengendara kendaraan atau alat angkutan.

Bahwa yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat
(1) UU 34/1964 terkait dengan pihak yang berhak
menerima pembayaran dana dan pertanggungan
merupakan turunan dari paradigma
pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu-lintas jalan
yang dibangun dalam UU 34/1964. Dengan demikian,
tidak terdapat penyempitan makna dari apa yang
dikehendaki oleh norma yang termaktub di dalam
batang tubuh Undang-Undang dimaksud, dalam hal ini
pengaturan dalam Pasal 4 UU 34/1964. Dikarenakan
maksud tersebut, pembatasan yang terkait subjek
penerima pembayaran dana dan pertanggungan
sebagaimana termaktub di dalam penjelasan norma
tersebut telah sesuai dan sebangun dengan semangat
pembentuk atau paradigma jaminan sosial kecelakaan
lalu-lintas dalam Undang-Undang a quo. Lebih jauh,
paradigma dimaksud linear dengan dikecualikannya
kecelakaan tunggal dari jenis kecelakaan yang tidak
dijamin oleh UU 34/1964. Kecelakaan tunggal
diposisikan sebagai kecelakaan yang tidak dipengaruhi
faktor eksternal. Selain itu, kecelakaan tunggal
disebabkan karena faktor internal korban kecelakaan
itu sendiri, seperti mengantuk, mabuk, dan kelalaian
saat mengendara kendaraaan. Apabila kecelakaan
tunggal dimasukkan dalam pertanggungan kecelakaan
sebagaimana diatur dalam UU 34/1964, justru hal
tersebut akan menyebabkan paradigma jaminan sosial
dalam Undang-Undang a quo bergeser ke sesuatu
yang tidak dikehendaki saat pembentukannya.
Jaminan sosial tidak lagi dimaksud bagi korban
kecelakaan yang berada di luar alat angkutan,
melainkan bagi setiap korban kecelakaan. Padahal,
Undang-Undang a quo tidak dimaksud untuk itu. Lagi
pula, sebagaimana disitir sebelumnya konsep
pertanggungan dalam UU 34/1964 berbeda dengan
konsep asuransi kecelakaan pada umumnya. Selain
itu, dengan membayar iuran wajib SWDKLL]J,
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[3.13]

Pemohon mendalilkan bahwa suaminya berhak untuk
memperoleh pembayaran dana kecelakaan. Hanya
saja, karena tidak dibayarkan oleh Jasa Raharja, maka
hal demikian menurut Pemohon telah menyebabkan
hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum
telah dilanggar. Menurut Mahkamah, sebagaimana
telah dijelaskan di atas, paradigma jaminan sosial
yang diatur dalam UU 34/1964 sejak awal memang
hanya dimaksudkan dan dibatasi untuk kecelakaan
terhadap mereka yang berada di jalan di luar alat
angkutan dan tidak tercakup kecelakaan tunggal. Oleh
karena pembatasan vyang dikemukakan dalam
penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 linear dengan
semangat yang terkandung dalam Undang-Undang a
quo, maka tidak terdapat ketidakpastian hukum
terkait keberadaan Penjelasan norma Pasal 4 ayat (1)
UU 34/1964 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai
alasan untuk menyatakan keberlakuannya telah
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon ihwal
penjelasan Pasal 4 ayat (1) telah mempersempit maksud Pasal
4 ayat (1) UU 34/1964 dimaksud, padahal dengan merujuk
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, bagian penjelasan tidak dapat
digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan
lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang
berisi norma, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang a quo hanya menjelaskan tentang
siapa yang dimaksud dengan frasa “setiap orang” dan
menjelaskan frasa “disebabkan oleh alat angkutan”
dalam Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964, bukan menambah
norma baru. Sebab memang seperti itulah maksud
dibuatnya Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, frasa
“setiap orang” dimaksudkan sebagai bukan tiap-tiap
orang, melainkan hanya mereka yang berada di jalan.
Frasa “oleh alat angkutan” dijelaskan dengan frasa “di
luar alat angkutan”, yang berarti sebagai faktor
eksternal yang menyebabkan seseorang mati atau
cacat tetap. Artinya hanya orang yang mengalami
kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh alat
angkutan sebagai faktor eksternal saja yang diatur
sebagai subjek yang akan menerima dana kerugian
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[3.14]

akibat kecelakaan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal
4 ayat (1) UU 34/1964 sama sekali tidak
mempersempit norma Pasal 4 ayat (1) melainkan
hanya memperjelas atau membuat terang saja, yang
justru menjamin bahwa Undang-Undang a quo sejalan
dengan maksud pembentukannya.

[3.13.2] Bahwa kesan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang a quo mempersempit norma Pasal 4 ayat (1)
sebagaimana didalilkkan Pemohon timbul jika tidak
memperhatikan hubungan sistematis semua norma
Undang-Undang a quo, mulai dari konsideran,
batang tubuh dan penjelasannya. Penjelasan Pasal 4
ayat (1) hanya sekadar memperjelas maksud yang
dikehendaki Pasal 4 ayat (1), sehingga ia tidak dapat
dianggap atau dinilai telah membuat peraturan lebih
lanjut atau mencantumkan rumusan yang berisi
norma baru. Demikian pula apabila dihubungkan
dengan paradigma jaminan sosial dalam UU 34/1964,
dalil bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang a quo telah mempersempit maksud norma
Pasal 4 ayat (1) juga tidak beralasan. Sebab,
penjelasan Pasal 4 ayat (1) justru bertujuan untuk
mempertegas konsistensi Pasal 4 ayat (1) dengan
filosofi atau paradigma dan tujuan dibentuknya UU
34/1964. Dengan penjelasan itu, makin terang bahwa
pertanggungan yang diatur dalam UU 34/1964 adalah
untuk orang yang menjadi korban kecelakaan yang
disebabkan oleh alat angkutan dan orang itu berada di
luar alat angkutan dimaksud.
Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
dalil Pemohon yang menyatakan Penjelasan Pasal 4
ayat (1) UU 34/1964 bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut
hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap
bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 bersifat
diskriminatif dengan alasan bahwa pembayaran SWDKLL] tidak
membeda-bedakan bentuk kecelakaan untuk mendapat
santunan, sementara menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU
34/1964 korban kecelakaan tunggal tidak mendapatkan
pertanggungan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat
(2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

51



[3.14.1] Bahwa sebelum lebih jauh memberikan pendapat

[3.14.2]

terkait dalil a quo, perlu dipertegas, dalam sejumlah
putusan terdahulu Mahkamah telah memberikan
pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan
diskriminasi. Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember
2007, yang menyatakan bahwa diskriminasi sebagai
sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan hak
asasi manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan,
atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan, atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual
maupun Kkolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.
[vide Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 tentang Hak Asasi
Manusia dan Article 2 Paragraph (1) International
Covenant on Civil and Political Rights]. Berdasarkan
pengaturan tersebut, diskriminasi adalah berbeda dan
harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan
pembatasan hak asasi manusia yang diatur dengan
undang-undang di mana pembatasan hak asasi dapat
dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28] ayat (2) UUD
1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan
yang diatur dengan undang-undang dapat dibenarkan
sepanjang untuk maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam masyarakat yang demokratis.

Bahwa dalil Pemohon, yaituihwal siapa subjek yang
dapat menerima dana pertanggungan dari sistem
pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu-lintas jalan
dalam Undang-Undang a quo telah menyebabkan
terjadinya diskriminasi, menurut Mahkamah tidaklah
tepat. Sebab, pertama, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)
dan Penjelasannya, UU 34/1964 memang membatasi
hak sejumlah orang untuk dapat menjadi subjek
penerima  pembayaran dana  pertanggunggan
kecelakaan. Di mana, hanya orang atau mereka yang
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[3.14.3]

berada di jalan di luar alat angkutan saja yang berhak
mendapatkan jaminan. Hanya saja, pembatasan
dimaksud sama sekali bukan pembatasan untuk
tujuan memberikan perlakuan berbeda terhadap
warga negara atas dasar agama, suku, ras, etnik,
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.
Pembatasan hanya dilakukan atas dasar jenis korban
kecelakaan. Pembatasan yang demikian sama sekali
tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang
diskriminatif. Lebih-lebih, kebijakan atau aturan
tersebut berlaku secara umum bagi semua warga
negara yang mengalami kecelakaan lalu-lintas. Kedua,
bahwa sesuai dengan Pasal 28] ayat (2) UUD 1945
sebagaimana disinggung sebelumnya, pembatasan
terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan dengan
undang-undang sepanjang sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
Dalam hubungannya dengan pokok permohonan a
quo, paradigma pembentukan UU 34/1964 adalah
berangkat dari paradigma perlindungan bagi
masyarakat lain yang menjadi korban kecelakaan lalu
lintas, di mana kecelakaan terjadi bukan karena
kesalahannya, tidak bertentangan dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan juga
ketertiban umum. Masyarakat yang menjadi korban
kecelakaan  lalu  lintas memang  selayaknya
mendapatkan jaminan dari negara dan dibayarkan
dari iuran wajib yang dibebankan kepada setiap
pemilik atau pengusaha angkutan umum. Oleh karena
itu, penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sama
sekali tidak dapat dinilai telah mengandung
diskriminasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon.
Bahwa lebih jauh, sehubungan dengan kasus konkret
yang dialami oleh Pemohon, di mana suami Pemohon
yang mengalami  kecelakaan  tunggal akibat
mengantuk sehingga motor yang dikendarainya
menabrak pembatas jalan sehingga jatuh dan
berujung dengan meninggal dunia, termasuk jenis
kecelakaan tunggal yang memang tidak dapat
ditanggung sesuai dengan UU 34/1964. Meski
demikian, sebagaimana diterangkan Pihak Terkait,
kepada keluarga yang bersangkutan telah diberikan
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[3.14.4]

[3.14.5]

santunan secara ex-gratia sebagai kebijakan
perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor
KEP/205.2/2013, tanggal 31 Oktober 2013. Secara
sepintas,  kebijakan  tersebut terkesan telah
bertentangan dengan pembatasan subjek yang berhak
menerima jaminan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU
34/1964, namun kebijakan tersebut masih dalam
kerangka perlindungan terhadap masyarakat dalam
kecelakaan lalu-lintas. Lebih jauh, sepanjang santunan
secara ex-gratia tidak diposisikan dan tidak
dimaksudkan sebagai bagian dari jaminan kecelakaan
sesuai Undang-Undang a quo, maka diskresi itu sama
sekali tidak keluar dari apa yang diatur Undang-
Undang dimaksud.

Bahwa, sebaliknya, pemberian santunan secara ex-
gratia justru semakin mempertegas bahwa regulasi
terkait jaminan sosial kecelakaan yang diatur dalam
UU 34/1964 sama sekali tidak mengandung
diskriminasi. Santunan ex-gratia merupakan wujud
kepedulian negara terhadap korban kecelakaan
tunggal yang memenuhi syarat-syarat tertentu, salah
satunya korban merupakan kepala keluarga. Dalam
hal ini, negara tidak serta-merta diam saja dalam
kasus kecelakaan tunggal, melainkan telah
mengambil bagian melalui jalur yang bukan
merupakan bagian dari jaminan sosial yang diatur UU
34/1964. Perihal adanya pengaturan ... saya ulangi ...
perihal belum adanya pengaturan dalam bentuk
undang-undang (rechtsvacuum) tentang santunan
bagi mereka yang mengalami kecelakaan tunggal, hal
itu tidaklah berarti Undang-Undang a quo tidak
konstitusional, sebab memang bukan demikian
maksud dibentuknya undang-undang ini. Dengan kata
lain, perlunya ada pengaturan perihal pemberian
santunan bagi mereka yang mengalami kecelakaan
tunggal harus dipertimbangkan sebagai bagian dari
ius constituendum untuk masa yang akan datang
karena adanya tuntutan kebutuhan untuk itu, bukan
dengan “menyalahkan” undang-undang a quo.

Bahwa terkait asuransi yang dapat diterima suami
Pemohon sebagai korban kecelakaan tunggal,
sebagaimana diterangkan Pemerintah, hal itu dapat ia
peroleh dari asuransi kecelakaan kerja sesuai Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Dalam konteks ini,
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27.

[3.15]

kesempatan pemohon untuk memperoleh asuransi
terkait kecelakaan yang dialami sama sekali tidak
tertutup, melainkan terdapat sarana lain yang lebih
sesuai. Sehubungan dengan itu, dalil Pemohon
berkenaan dengan keberadaan Penjelasan Pasal 4
ayat (1) UU 34/1964 telah bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah
tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di
atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai
inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964
sepanjang frasa “Yang mendapatkan jaminan berdasarkan
Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar
alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan” tidak beralasan
menurut hukum.

KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]

[4.2]

[4.3]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Pemohon memiliki kedudukan hukumuntuk mengajukan
permohonan a quo.

Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya),
dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri
oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap
Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna,
Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Maret,
tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam,
bulan April, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 15.50 WIB,
oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin
Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai
Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau yang mewakili, Presiden atau yang
mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau
yang mewakili.

Selanjutnya,

PUTUSAN
NOMOR 99/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh Nina Handayani

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan
seterusnya, bertanggal 4 Desember 2017 memberi kuasa
kepada Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., Advokat yang
berkedudukan hukum di Youngky Fernando Rambe & Rekan,
beralamat di Komplek Ruko Galaxi/Ruko 1000 Blok W Nomor
20, Cengkareng, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai --------------------=------ Pemohon.
[1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
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28.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan setrusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertimbangan Hukum, dianggap dibacakan. Untuk kewenangan
Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, 3.3, 3.4, dan langsung kepada

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MzK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon sebagai berikut:

1.

Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
dalam permohonan a quo adalah Penjelasan Pasal 2 angka
1 (sicl) UU Peradilan Agama yang menyatakan, “Yang
dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap
orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing
yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”.

Bahwa Pemohon menganggap norma UU Peradilan Agama
sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 2 angka 1
(sic!) telah merugikan hak konstitusional Pemohon
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat
(2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat
(4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

a. norma Undang-Undang a quo bersifat multitafsir karena
Pemohon menganggap bahwa ketentuan tersebut dapat
ditafsirkan secara berbeda oleh hakim di pengadilan
agama yang kemudian memberikan peluang bagi warga
negara asing dapat mengajukan permohonan talak-cerai
kepada  Pemohon  walaupun  pernikahan  yang
berlangsung tidak dicatatkan atau ilegal.

b. Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Cerai Nomor
139/AC/2010/PA.Cbd yang diterbitkan pada tanggal 10
April 2010 telah dinyatakan bercerai dengan Mohd Zuki
Bin Daud yang merupakan warga negara Malaysia.

c. Bahwa Pemohon memiliki tanah seluas 491 meter
persegi dan 310 meter persegi di Kampung Cipatuguran,
Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang kemudian menjadi
harta bersama dengan warga negara Malaysia yang
bernama Mohd Zuki bin Daud berdasarkan Putusan
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Pengadilan Agama Cibadak Nomor
101/Pdt.G/2007/PA.Cbd., tanggal 26 Februari 2008, yang
kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, tanggal
30 Oktober 2008, dan dikuatkan dengan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 336 K/AG/2009, tanggal 17 Juli
2009, dan atas dasar putusan-putusan tersebut maka
Pengadilan akan mengeksekusinya.

. Bahwa menurut Pemohon, Hakim Pengadilan Agama
Cibadak yang menerima talak cerai Mohd. Zuki bin Daud
serta mengabulkan permohonan harta bersama atas
tanah yang dimiliki oleh Pemohon tersebut adalah sesat
karena adanya norma Penjelasan Pasal 2 angka 1 [sic!]
UU Peradilan Agama bersifat multitafsir sehingga
memberikan peluang bagi warga negara asing untuk
mengajukan permohonan talak-cerai dan memiliki tanah
di Indonesia melalui perkawinan campuran ilegal.

. Bahwa  berdasarkan dalil pokok permohonan
sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menganggap
terdapat potensi kerugian hak konstitusional Pemohon
yang melakukan perkawinan campuran ilegal atas tanah
yang dimilikinya selama masa perkawinan campuran
ilegal dapat dijadikan harta bersama dengan seorang
WNA.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama
permohonan Pemohon, khususnya bukti-bukti yang
diajukan Pemohon, ternyata tidak ditemukan adanya
bukti yang dapat memperkuat dalil Pemohon, khususnya
bukti yang terkait dengan kedudukan hukum (legal
standing) bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan
dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Cibadak
Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd., tanggal 26 Februari
2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, tanggal 30 Oktober
2008, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 336
K/AG/2009, tanggal 17 Juli 2009, maupun Akta Cerai
Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd tanggal 10 April 2010,
padahal bukti-bukti tersebut sangat penting untuk
membuktikan dalil Pemohon  terkait dengan
anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya,
sehingga Mahkamah sulit menemukan adanya
hubungan hukum antara Pemohon dengan WNA yang
bernama Mohd Zuki bin Daud (warga negara Malaysia).
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29.

Demikian juga hubungan Pemohon dengan anggapan
adanya kerugian hak konstitusional yang disebabkan
oleh berlakunya norma sebagaimana yang dimaksud
dalam Penjelasan Pasal 2 angka 1 [sic!] UU Peradilan
Agama, karena Mahkamah hanya menemukan dua bukti
dari Pemohon masing-masing berupa fotokopi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(bukti P-1) dan fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (bukti P-2).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan
adanya kebenaran kerugian konstitusional sebagaimana
yang didalilkan oleh Pemohon untuk dapat dijadikan
dasar bagi Mahkamah dalam menilai bahwa Pemohon
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
perkara a quo, namun oleh karena Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum (legal standing), maka pokok permohonan
tidak dipertimbangkan.

KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya),
dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).
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AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede
Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh
dua, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan April, tahun dua ribu delapan
belas, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi
yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi
Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP
Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,
dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau  yang mewakili, tanpa  dihadiri
Pemohon/kuasanya.

Terakhir,

PUTUSAN
NOMOR 20/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia
(Partai Garuda), dalam hal ini diwakili oleh satu, Ahmad Ridha
Sabana, dua, Abdullah Mansuri

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28
Februari 2018 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran,
S.H., dan kawan-kawan Advokat yang beralamat di Gedung
Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta
Pusat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
untuk dan atas nama pemberi kuasa.
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30.

[1.2]

Selanjutnya disebut sebagai --------------------=------ Pemohon.

Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan serusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEFHIDAYAT

Pertimbangan Hukum. Langsung pada Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang
berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi
ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat
persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR” bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah
teruraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang
masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

Menimbang bahwa oleh karena isu konstitusional yang
dimohonkan untuk diputus telah jelas, dengan berdasar pada
Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat
kebutuhan untuk  mendengar keterangan  pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil
Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, substansi
permohonan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah
adalah mengenai konstitusionalitas norma ambang batas
penentuan  perolehan kursi di lembaga perwakilan
(parliamentary threshold/PT) in casu DPR, sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa norma parliamentary threshold sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017
secara substansi sama dengan norma yang dimuat
dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebelumnya,
baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
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[3.10.2]

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008)
menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus
memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-
kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari
jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi DPR”. Kemudian
Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) menyatakan,
“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenubhi
ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya
3,5% (tiga koma lima 